BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Menimbang

Mengingat

Mencilapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi dacrah yang luas, nyata
dan bertanggungjawab serta dalam wusaha untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dalam pelaksanaanya dapat optimal,
berdaya guna serta berhasil guna, maka perlu adanya dukungan dana
yang bukan hanya dari Pemerintah tetapi perlu juga adanya partisipasi
dari masyarakat yang berupa Sumbangan Pihak Ketiga ;

bbahmuhubmgmdmgmhﬂseﬁmumqﬁnﬂmﬂhw;nuh

pmg:hummamul‘mmumﬂmbahgm Pihak Ketiga Kepada
Dlﬂahdatcupkmdmgml‘m:npqm

+ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita
Negara Tahun 1950 Nomeor 42 ) ; -

. Undang-undang Nomor 22 Tahun Iﬁ?mtang?mmlhmmmh

( Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 8 Tahun 1978 tentang

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ])hﬁMII KABUPATEN

PURBALINGGA

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dunaksud dengan :

Dacrah adalah Dacrah Kabupaten urbalingga.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.
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¢. Sumbangan Pihak Kctiga Kepada Dacrah adalah pemberian pihak ketiga kepada
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa
vang atau yang disamakan dengan uang, barang bergurak maupun tidak bergerak.

f. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum dimanapun domisilimya tanpa
membedakan kewargancgaraan atau asal usul

g Kas Dacrah adalah Kas Dacrah Kabupaten Purbalingga.
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BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2
(1) Dacrah dapat mencrima sesuatu sumbangan dani Pihak Ketiga.

(2) Pmmmdmmm:wlm&mwmbwdnyamﬂmaphn
untuk memberikan sumbangan kepada Dacrah.

(3) Sumbangan schagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat berupa
mmmmmumwmm
dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun.

Pasal 3
Pmmphlkkmkmdlihuﬁnwmmrnﬂznyd

(1) dan (2) Peraturan Dacrah mi, tidak menguraigi kewajiban-kowajiban lainmya scsuai
dengan peraturan perundang-undang;m yang berlaku.

RAR I
PERSETUNAN
I"asal 4

Sumbangan pihak ketiga scbagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berupa pemberian,
memperolch pemetujuan terfcbih dahulu dari DPRD.
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BAB IV
PELAKSANAAN'

Pasal 5

Penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Dgral}dﬂakmmkun
oleh Pemerintah Daerah scsuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang
berbentuk nang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Sumbangan dalam bentuk barang yang scbelurnya telah dibcbani kewajiban kepada

Negara dan Dacrah, dmgm:hpmaahmxgmkmubagammnbmmmmh
kewajiban tersebut tidak hapus.

Sefiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, dibuatkan berita
acara penyerahan dan dimasukan dalam daftar inventarisasi Dacrah.

Pasal 6

Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal § ayat (2)
Peraturan Daerah ini, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah.

SmﬁmpﬂukkcﬁgﬂTmEdwchDaciahuhaga&mm&mﬂmddﬂm
Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya
untuk Pembangunan 1Dacrah. :_'

Barang-barang yang berasal dan mmbap@m pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pecraturan Dacrah ini, menjadi kckayaan dacrah dan oleh karena itu

pengelolaannya dﬂah:kmmbagainﬂﬂcﬂmnhmmdmgmkwmmm
undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daecrah ini, scpanjang mengenai

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah.

Pasal 8

DDengan berlakunya Perslaran Dacrah ini, maka semua peraluran perundang-undangan
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mﬁmmmmmmmmmMPumDamhhﬁ
dengan penempatanmnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

nmmﬁndiwma
pada tanggal 20 November 2000

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG ,

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK IffE'I'IGA KEPADA DAERAH

PENJELASAN UMUM

bagi setiap pencrimaan sumbangan dari pihak ketiga kcpada Dacrah, maka perfu diatur
dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | huruf a,b,c,d - Cukup jclas, - . .
I"asal | huruf ¢ : Yang dimaksud dengan :

a). Barang Bergerak adalah tiap-tiap barang yang menurut
silatnya dapal’ dipindahkan dan dapat dimiliki olch
subyck hukum, dan atau hak-hak atau luntulan-tuniutan
yang obycknya merupakan kecbendaan bergerak karena
ketentuan perundang-undangan.

- Contoh Benda Bergerak menwrul sifatnya :
Almari, Perabot rumah tangga dan lain-lain .

= Contoh Benda Dergerak karcna ketentuan Undang-
undang :



Pasal 1 huruf f

Pasal 1 huruf g
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 2 ayat (2)

Pasal 2 ayat (3)

Pasal 3
Pasal 4
Pasal §
Pasal 6

Hak Pakai atas Benda Bergerak , Saham dan lain-
lain,

b). Barang Tidak Bergerak adalah tiap-tiap benda yang
menurut sifatnya tidak dapat dipindahtangankan , dan
dapat dimiliki oleh subyek hukum, dan atau tiap-tiap
benda bergerak yang pemiliknya dapat dijadikan
kebendaan tidak bergerak karena peruntukannya.

- Conioh Benda Tidak Bergerak menurut sifatnya :
Tanah dan apa saja yang secara geologis terikat
dengan tanah tersebut.

- Contoh Benda  Tidak  Bergerak  karena
peruntukannya:
Mesin-mesin dalam sebuah pabrik ( artinya mesin-

mesin terscbut adalah benda yang merupakan bagian
dari benda utama, yaitu pabrik).

- Contoh BnldaTldachtgcmkkmmketmmm
undang-undang : !
H:I:Pnlmhnilamhmd.andakbmnak.}hk
Hipotk.

Eadenhmadﬂahmbnmmbadmmahn}mg
meliputi  Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer,
Pmmhmya,ﬁﬁdenhahﬂﬂcNuganmm
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persckutuan,
Perkumpulan, Firma, Congsi,  Yayasan atau Organisasi
yang scjenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainmya.

Cukup jelas

Cukup jelas

Ymgdunahudd:ngmmbcrdayadamhadahh

a. sumber daya air ;

b. sumber daya hutan ;

¢. sumber daya manusia ;

d. sumbcrdayannmnldi]uargaﬁangulnngmc;

¢. sumber daya lain yang ditctapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Yang dimaksud dengan :

- Hadiah  adalah ° pemberian  (kenang-kenangan,
penghormatan) yang berupa uang maupun barang.

- Donasi adalah sumbangan tetap (berbentuk uang).

-  Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak uniuk
kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

- Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan
mengalihkan hak atas scsuatu pada orang lain.

: Culaup jelas.
: Cukup jelas.

Cnh.q:ud.-.

: Cukup jclas.



Pasal 7 : Cukup jolas.

Pasal 8 ¢ Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
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